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Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang sebagian besar 

wilayahnya perairan, yaitu 96%. Perairan Kepulauan Riau memiliki 

kekayaan laut yang kaya dan beragam. Dengan luasnya daerah perairan 

Kepulauan Riau rentan terjadinya kejahatan dan tindakan ilegal di 

perairan Kepulauan Riau. Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia 

membentuk BAKAMLA yang memiliki tugas dan fungsi menjaga dan 

mengawasi perairan yang ada di Indonesia. Pada tahun 2022 

BAKAMLA membentuk SOP. SOP ini dibentuk oleh BAKAMLA 

untuk mengawasi perairan di Kepulauan Riau lebih intens. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan 

data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini 

menggunakan teori pengawasan oleh Maman Ukas. Hasil dari penelitian 

ini menunjukan pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kejadian kasus 

di perairan Kepulauan Riau. Pada tahun 2022 BAKAMLA membentuk 

dua SOP untuk melakukan pengawasan lebih intens di perairan 

Kepulauan Riau. Kedua SOP nya yaitu SOP Perhitungan Response Time 

dan SOP Pelaksanaan Operasi Udara Maritim. Dengan berlakunya kedua 

SOP ini, pada tahun 2022 terjadi penurunan kejadian kasus di perairan 

Kepulauan Riau. Kedua SOP ini dibentuk atas dasar perbandingan dan 

tindakan koreksi (evaluasi) yang dilakukan oleh BAKAMLA. 

Perbandingan dan tindakan koreksi (evaluasi) ini dilakukan karna dalam 

beberapa tahun terakhir untuk kejadian kasus yang terjadi di perairan 

Kepulauan Riau tergolong tinggi. Maka dari itu, hasil perbandingan dan 

tindakan koreksi (evaluasi) yang dilakukan BAKAMLA membentuk 

SOP Perhitungan Response Time dan SOP Pelaksaan Operasi Udara 

Maritim. 

 

 
 

 

Pendahuluan 

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya 
perairan, yaitu 96%. Perairan Kepulauan Riau memiliki kekayaan laut yang kaya dan beragam. 
Dengan luasnya daerah perairan Kepulauan Riau rentan terjadinya kejahatan dan tindakan 
ilegal di perairan Kepulauan Riau. Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia membentuk 
BAKAMLA yang memiliki tugas dan fungsi menjaga dan mengawasi perairan yang ada di 
Indonesia. Pada tahun 2022 BAKAMLA membentuk SOP. SOP ini dibentuk oleh BAKAMLA 
untuk mengawasi perairan di Kepulauan Riau lebih intens. Penelitian ini menggunakan 
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metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan oleh Maman 
Ukas. Hasil dari penelitian ini menunjukan pada tahun 2022 terjadi penurunan angka 
kejadian kasus di perairan Kepulauan Riau. Pada tahun 2022 BAKAMLA membentuk dua 
SOP untuk melakukan pengawasan lebih intens di perairan Kepulauan Riau. Kedua SOP nya 
yaitu SOP Perhitungan Response Time dan SOP Pelaksanaan Operasi Udara Maritim. Dengan 
berlakunya kedua SOP ini, pada tahun 2022 terjadi penurunan kejadian kasus di perairan 
Kepulauan Riau. Kedua SOP ini dibentuk atas dasar perbandingan dan tindakan koreksi 
(evaluasi) yang dilakukan oleh BAKAMLA. Perbandingan dan tindakan koreksi (evaluasi) ini 
dilakukan karna dalam beberapa tahun terakhir untuk kejadian kasus yang terjadi di perairan 
Kepulauan Riau tergolong tinggi. Maka dari itu, hasil perbandingan dan tindakan koreksi 
(evaluasi) yang dilakukan BAKAMLA membentuk SOP Perhitungan Response Time dan SOP 
Pelaksaan Operasi Udara Maritim. 

Dengan strategisnya dan kaya akan sumber laut di Kepulauan Riau, hal ini membuat 
banyaknya terjadi permasalahan di perairan Kepulauan Riau. Ada banyak peristiwa yang 
terjadi mulai dari illegal fishing, kecelakaan laut, penyeludupan tanpa izin dan lain 
sebagainya. Di Kepulauan Riau dengan kekayaan hasil lautnya sering kali terjadi illegal 
fishing di kawasan perairan Kepulauan Riau. Kerugian negara yang diakibatkan dari illegal 
fishing berjumlah 30 Triliun pertahun,dan 10% dari kerugian tersebut berasal dari perairan 
Kepulauan Riau. Tidak hanya itu, ada beberapa kasus kapal nelayan asing yang mencuri ikan 
di perairan Kepulauan Riau terutama yang berbendera Vietnam. Dan selain mencuri ikan, 
nelayan tersebut juga melakukan penyelupan benih-benih lobster. Dengan menggunakan tiga 
kapal speedboat yang membawa 300 ribu benih lobster yang ke negara Singapura. 
Dengan banyaknya terjadi permasalahan di kawasan perairan Indonesia terutama Kepulauan 
Riau yang Sebagian besarnya daerah perairan, maka pada tahun 2014 dibentuk Badan 
Keamanan Laut (BAKAMLA) oleh Pemerintah Indonesia. BAKAMLA ini merupakan Lembaga 
nonkementrian. Bakamla ini sendiri dibentuk dengan dengan fungsi dan tugas utamanya 
adalah mengawasi dan melindungi kawasan perairan Indonesia. 

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) berdasarkan Pasal 59 (3) UU Kelautan sebagai 
bagian dari penegakan hukum di perairan Indonesia dan di bawah yurisdiksi Indonesia, 
khususnya patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan di bawah yurisdiksi 
Indonesia. BAKAMLA merupakan badan nonkementerian yang berada di bawah presiden dan 
bertanggung jawab langsung kepada presiden, yang dikoordinasikan oleh mentri koordinator. 
Selain diperkenalkan dalam UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan, tugas dan fungsi 
BAKAMLA secara jelas juga dituliskan dalam Perpres 178 tahun 2014 Tentang Badan 
Keamanan Laut (Adiprayoga et al., 2020). 
BAKAMLA adalah sebuah lembaga yang bertugas menjaga keamanan di perairan Indonesia 
dan kemudian mengukuhkan kehadirannya dalam hubungan internasional, BAKAMLA 
menggunakan nama Indonesian Coast Guard (ICG )(Azis et al., 2021). 

BAKAMLA juga tidak sendiri dalam mengawasi perairan Indonesia. BAKAMLA 
sendiri sudah sering bekerjasama dengan instansi yang bertugas dalam menangani perairan. 
Yaitu ada TNI-Al, Polairud, Bea Cukai, Imigrasi dan instansi sejenisnya. Dengan dijalinnya 
kerjasama dengan instansi lain tentu memudahkan BAKAMLA sendiri dalam melakukan 
tugas dan fungsinya. Tidak hanya dalam melakukan patroli, kerjasama BAKAMLA dengan 
instansi terkait juga melakukan pelatihan bersama,diskusi permasalahan perairan,saling 
bertukar informasi dan sebagainya. Dan tidak hanya instansi dalam negeri saja, BAKAMLA 
juga melakukan kerjasama antar negara, salah satu contohnya ialah kerjasama BAKAMLA 
dengan Vietnam Coast Guard dalam rangka kerjasama keamanan dan keselamatan maritim. 
Kerjasama ini dilakukan pada akhir tahun 2021 yang diselenggarakan di dua tempat yaitu 
Mabes Vietnam Coast Guard dan Mabes BAKAMLA RI. 

BAKAMLA Zona Maritim Barat mencatat pada bulan Januari – April 2022 ada 
beberapa kasus kejadian dan kecelakaan. Di antaranya ada kasus pengamanan 52 tenaga kerja 
asing tanpa dokumen resmi yang berlayar menggunakan kapal motor (KM) dari Tanjung Balai 
(Indonesia) menuju Malaysia. 52 orang itu terdiri dari 34 Laki-laki, 17 perempuan dan 1 balita. 
Dan ada juga penangkapan 3 kapal ikan berbendera Vietnam di Natuna yang bekerjasama 
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dengan TNI AL. Ada juga beberapa kecelakaan laut yang ditangani langsung oleh BAKAMLA. 
Terhitung dari bulan Januari sampai April 2022 terdapat 37 kasus kecelakaan laut di daerah 
Kepulauan Riau. Kasus kecelakaan laut di dominasi oleh kecelakaan kapal dan hilangnya 
nelayan. Jadi BAKAMLA ini sangat berperan penting dalam pengawasan dan keamanan 
perairan Indonesia khususnya Kepulauan Riau. 

Dalam hal ini BAKAMLA telah melaksanakan tugas pokoknya yang tercantum dalam 
UU RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan pasal 61 tugas pokok yang berbunyi 
“melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi 
Indonesia. Di dalam melakukan tugasnya dalam pengamanan dan pengawasan BAKAMLA RI 
Zona Maritim Barat memiliki mekanisme kerja. Mekanisme kerjanya tersebut ada 5 poin yaitu 
collecting, displaying, corellating, analyzing, disseminating. Bakamla RI Zona Maritim Barat 
juga melakukan kerjasama atau sharing information dengan stakeholder maritim lainnya 
untuk memantau situasi kelautan dan melaksanakan analisis dalam rangka membangun 
maritime picture sehingga tercipta maritime awarenes yang menghasilkan deteksi dini untuk 
selanjutnya mendorong terciptanya collaborative response. 

BAKAMLA-RI Zona Maritim Barat juga memiliki sistem pemantauan yang 
memudahkan dan melancarkan BAKAMLA untuk mengawasi kawasan perairan. Sistem 
pemantau BAKAMLA terdiri dari dua bagian yaitu closed source dan open source. Closed 
source terdiri dari vessel scrutiny (pemantauan dan tracking kapal berdasarkan data AIS. 
Sedangkan open source terdiri dari empat sistem yaitu vessel finder (pemantauan kapal 
berdasarkan data AIS), fleetmon (pemantauan kapal berdasarkan data AIS), vessellink 
(pemantauan kapal berdasarkan data AIS), marine traffic (pemantauan kapal berdasarkan 
data AIS). Dalam melakukan tugas dan rutinitas harian, BAKAMLA memiliki produk harian 
puskodal. Diantaranya adalah laporan cuaca yang meliputi tinggi gelombang dan prediksi 
angin yang didapat dari sumber BMKG, laporan kejadian maritim yang di dapatkan dari 
sumber open source (media online), laporan posisi unsur kapal BAKAMLA yang didapat dari 
Dit (operasi laut Bakamla). 
 
 

Metode  

Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang mencoba 
menganalisis secara mendalam terkait dengan data yang diperoleh. Data yang di maksud 
berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilaukan oleh peneliti kepada pihak 
yang terlibat,dalam menjawab masalah yang diteliti. 

Creswell (dalam (Murdiyanto, 2020) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai  
proses penyelidikan dan pemahaman  berdasarkan  metodologi yang mempelajari fenomena 
sosial dan masalah manusia. Dalam pendekatan ini, peneliti membuat gambaran yang 
kompleks, mengkaji kata-kata, menyajikan pandangan rinci dari responden dan melakukan 
penelitian dalam situasi yang alami. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 
menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan 
prosedur-prosedur statistilk atau dengan cara kuantifikasi lainnya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yang akan dibahas oleh peneliti 
adalah peran penting BAKAMLA dalam melakukan pengawasan di perairan Kepulauan Riau, 
yang dimana pengawasan perairan di Kepulauan Riau menunjukan peran dari BAKAMLA 
tersebut. Dari pemanfaatannya peneliti menggunakan ndikator pengawasan menggunakan 
teori yang dikemukakan Maman Ukas dalam (Lestari, 2021) meliputi:  (1) Menentukan 
standar ukuran, (2) Melakukan perbandingan dan (3) Melakukan tindakan koreksi. 

Menurut Creswell (dalam Kusumastuti & Khoiron, 2019) langkah-langkah 
pengumpulan data meliputi upaya mendefinisikan penelitian, mengumpulkan informasi 
melalui observasi dan wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, dokumentasi, 
materi visual, dan upaya mengembangkan protokol perekaman atau penyimpanan data. 
Berikut penjelasan metode pengumpulan data sebagai berikut: (1) Observasi, menurut 
Sukmadinata (dalam Hardani et al., 2020) mengatakan bahwa observasi (pengamatan) atau 
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observasi adalah suatu teknik atau cara pengumpulan informasi dengan mengamati kegiatan 
yang sedang berlangsung. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari 
proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah 
mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti 
melakukan observasi secara langsung untuk mengetahui bagaimana peran BAKAMLA dalam 
melakukan pengawasan di perairan Kepulauan Riau. (2) Wawancara, menurut Nazir (dalam 
Hardani et al., 2020)  memberikan pengertian wawancara adalah proses tatap muka antara 
pewawancara atau terwawancara dan responden atau responden yang mengumpulkan 
informasi untuk kepentingan penelitian dengan menggunakan alat yang disebut pedoman 
wawancara. Wawancara adalah proses mengumpulkan informasi untuk penelitian. 
Berdasarkan penjelasan diatas peneliti melakukan wawancara terhadap personel BAKAMLA 
Zona Maritim Barat selaku informan untuk menyimak bagaimana BAKAMLA dalam 
melakukan pengawasan di perairan Kepulauan Riau. (3) Dokumentasi, Menurut Guba & 
Lincoln (1981:228), Dalam penelitian kualitatif, dokumen mengacu pada materi tertulis atau 
film apa pun yang dapat digunakan sebagai bukti penelitian. Penggunaan dokumen sebagai 
sumber informasi dalam penelitian bertujuan untuk mendukung dan melengkapi bukti, 
alasan (Nugrahani, 2014). Berdasarkan penjelasan diatas, setelah peneliti melakukan proses 
observasi dan wawancara peneliti melakukan kegiatan waancara yang dimana sebagai data 
pendukung. 

Setelah data dari lapangan penelitian didapat. Langkah berikutnya ialah analisa data. 
Pada penelitian kualitatif, terdapat sejumlah tahap yang harus dilaksanakan untuk 
menganalisa data yang sudah diperoleh. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk 
menganalisis data kualitatif yaitu: (1) Reduksi Data, setelah mengumpulkan data primer dan 
sekunder dilakukan dengan cara memilah, memberi tema, mengklasifikasikan, membidik 
data berdasarkan domain, menolak, mengorganisasikan dan meringkas data dalam suatu unit 
analisis, selanjutnya cukup dilakukan pengecekan kembali data dan pengelompokan sesuai 
dengan masalah yang diteliti. Setelah dilakukan reduksi, informasi yang berkaitan dengan 
tujuan penelitian diuraikan dalam kalimat untuk mendapatkan gambaran umum masalah 
penelitian (2) Display Data, bentuk analisis ini dilakukan dengan cara menyajikan data dalam 
bentuk naratif, dimana peneliti memaparkan hasil materi berupa skema kalimat garis besar, 
hubungan berurutan dan sistematik antar kategori. (3) Kesimpulan, meskipun pengurangan 
data inferensial dijelaskan, sifatnya tidak permanen, tetapi penambahan dan pengurangan 
masih dimungkinkan. Oleh karena itu, kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari 
lapangan ditarik secara akurat dan faktual di sini. Dimulai dengan pengumpulan data, 
pemilihan data, triangulasi data, klasifikasi data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan. 
Informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang 
sederhana untuk menghindari bias. Klasifikasi tematik dan penyajiannya pada bagian 
deskripsi data dianggap perlu untuk mendukung klaim penelitian. Kesimpulan dibuat dengan 
menggunakan teknik induktif tanpa melakukan generalisasi dari satu pengamatan ke 
pengamatan lainnya. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui peran dari BAKAMLA   dalam 
melakukan pengawasan di kawasan perairan Kepulauan Riau. Sebagaimana dengan 
penggunaan metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang mencoba 
menganalisis secara mendalam terkait dengan data yang diperoleh. Data yang di maksud 
berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilaukan oleh peneliti kepada pihak 
yang terlibat,dalam menjawab masalah yang diteliti, maka peneliti menggunakan batasan 
batasan berdasarkan teori yang dikemukakan Maman Ukas (dalam Lestari, 2021) yang 
menggunakan tiga indikator yaitu: (1) Menentukan standar ukuran, Menetukan standar 
ukuran berkaitan dengan BAKAMLA dalam melakukan pengawasan di kawasan perairan 
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Kepulauan Riau. Dengan adanya standar ukuran yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP), 
BAKAMLA melakukan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.  

Jadi didalam instansi BAKAMLA dalam melakukan tugas dan fungsinya baik dalam 
melakukan tugas harian disetiap bidangnya maupun dalam melakukan kegiatan operasi atau 
patroli memiliki berbagai macam SOP. Dan SOP ini disetiap tahunnya terus berubah-ubah 
karna mengingat adanya terus perkembangan yang terjadi di setiap tahunnya. SOP ini dibuat 
guna dalam melakukan tugas dan fungsinya baik dalam melakukan tugas harian maupun 
dalam melakukan operasi berjalan dengan semestinya. Dan adanya SOP, kinerja personel 
BAKAMLA harus sesuai agar dalam keberlangsungan melaksanakan tugas dan fungsinya 
selaras dengan visi dan misi BAKAMLA dan berlandaskan dasar hukum yang telah ada.  

SOP sendiri diberlakukan untuk personel BAKAMLA agar dalam melakukan tugas dan 
fungsinya baik dalam melakukan tugas harian maupun dalam melakukan patroli atau operasi 
dapat sesuai rencana yang diinginkan. SOP juga diberlakukan agar setiap personel memiliki 
kedisiplinan dan tanggungjawab atas pekerjaannya. Maka dari itu jika ada personel yang 
melanggar atau tidak mematuhi SOP yang berlaku akan dikenakan sanksi atau hukuman. 
Sanksi atau hukuman yang diberikan tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan. Mulai dari 
sanksi ringan sampai sanksi berat. 
Pada tahun 2022 BAKAMLA membentuk dua SOP untuk meningkatkan pengawasan. Kedua 
SOP tersebut yaitu SOP Perhitungan Response Time merupakan SOP yang dibentuk oleh 
BAKAMLA untuk kesiagaan personel BAKAMLA dalam menerima informasi tentang laporan 
kejadian di perairan. SOP Perhitungan Response Time ini di bentuk pada 11 Maret 2022 dan 
di sahkan pada 18 Maret 2022. SOP Response Time ini memiliki dua dasar hukum yaitu UU 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamantan dan Penegakan 
Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. SOP Perhitungan 
Response Time ini dibentuk karena perairan Indonesia yang luas terutama perairan 
Kepulauan Riau yang rawan akan kejahatan di laut. Jadi diharapkan dengan SOP Response 
Time ini para personel atau tim BAKAMLA yang sudah disiapkan untuk melakukan operasi 
dalam keadaan siaga untuk mengamankan target yang di informasikan kepada BAKAMLA. 

Pada bulan April tahun 2022 BAKAMLA berhasil mengamanakan kapal motor (KM) 
yang membawa 52 tenaga kerja asing tanpa dokumen resmi. Kapal motor (KM) ini melintasi 
perairan Tanjung Balai Karimun (Indonesia) menuju Malaysia. Kapal motor (KM) ini 
membawa total 52 orang. 52 orang tersebut terdiri dari 34 laki-laki, 17 perempuan dan 1 balita. 
Setelah menerima informasi yang di berikan, BAKAMLA langsung memonitring pangkalan 
BAKAMLA terdekat untuk mengarahkan pasukan atau tim untuk mengejar kapal motor (KM) 
yang membawa tenaga kerja asing tanpa dokumen. 
Jadi SOP Perhitungan Response Time ini dibentuk oleh BAKAMLA untuk memudahkan 
BAKAMLA melakukam pengawasan di perairan Kepulauan Riau. Hal ini juga dikarenakan 
pada tahun 2022 patroli yang dilakukan BAKAMLA menurun. Jadi dengan SOP ini 
memudahkan BAKAMLA dalam mengawasi perairan Kepulauan Riau. Dan juga tidak terlepas 
dari alat bantu AIS yang dapat memantau pergerakan kapal-kapal yang melintasi perairan 
Kepulauan Riau. (2) Melakukan Perbandingan, Untuk tahun sebelum 2022 belum di bentuk 
SOP yang fokus terhadap pengawasan di kawasan perairan Kepuluan Riau. Jadi untuk tahun 
2022 BAKAMLA memfokuskan terhadap pengawasan di perairan Kepulauan Riau. Maka 
BAKAMLA membentuk dua SOP tersebut untuk memudahkan BAKAMLA dalam memantau 
dan mengawasai perairan Kepulauan Riau. Alasan BAKAMLA membentuk SOP ini ialah pada 
tahun sebelumnya terjadi peningkatan kasus kejadian yang ada di perairan Kepulauan Riau. 
Dengan perbandingan kejadian tinggi di tahun sebelumnya, maka di tahun 2022 BAKAMLA 
membentuk SOP Perhitungan Response Time dan SOP Pelaksanaan Operasi Udara Maritim. 
Dengan dibentuknya kedua SOP ini oleh BAKAMLA membuahkan hasil yang positif. Pada 
tahun 2022 terjadi penurunan angka kasus kejadian di perairan Kepulauan Riau. Yang 
dibandingkan tahun sebelumnya untuk kasus kejadian di perairan Kepulauan Riau tergolong 
tinggi. Dengan adanya perbandingan di setiap tahunnya yang dilakukan BAKAMLA, maka ada 
kelebihan dan kekurangan kinerja dari BAKAMLA yang ditemukan dalam perbandingan yang 
dilakukan. Dari kelebihan dan kekurangan tersebut BAKAMLA dapat meminimalisrkan 
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kejadian kedepannya agar tidak terjadi kesalahan yang sama dalam melakukan patroli atau 
operasi. Tidak hanya perbandingan kinerja, BAKAMLA juga melakukan perbandingan dari 
tahun ketahun mengenai anggaran, peralatan dan perlengkapan sampai sumber daya 
manusia (personel) yang dimiliki oleh BAKAMLA. Untuk tahun 2022 BAKAMLA mengalami 
penurunan dalam hal anggaran. Tetapi dengan keterbatasan anggaran BAKAMLA tetap 
melaksanakan patroli atau operasi sesuai dengan yang ditetapkan rancangannya di awal 
tahun.  

Di tahun 2022 mengalami penurunan kejadian dan peristiwa untuk di kawasan 
perairan Kepulauan Riau. Perbandingan yang diambil mulai dari tahun 2020 sampai tahun 
2022. Di tahun 2020 di kawasan perairan Kepulauan Riau terdapat beberapa kejadian dan 
peristiwa yang cukup tinggi. Kejadian dan peristiwa di tahun 2020 berjumlah total 329. Di 
susul pada tahun 2021 yaitu 231 serta pada tahun 2022 berjumlah 226. Dilihat pada 
perbandingan kejadian dan peristiwa di kawasan perairan Kepulauan Riau terjadi penurunan 
di setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari SOP yang dibentuk BAKAMLA pada tahun 2022 
dan kinerja BAKAMLA yang semakin meningkat setiap tahunnya. (3) Melakukan Tindakan 
Koreksi, BAKAMLA melakukan tindakan koreksi atau evaluasi terhadap SOP yang ingin 
dibentuk. Kegiatan melakukan tindakan koreksi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja 
BAKAMLA dalam melakukan tugas dan fungsinya apakah ada faktor yang menjadi penyebab 
penurunan atau kendala BAKAMLA dalam melakukan tugas dan fungsinya terutama dalam 
melakukan patroli atau operasi. 

Dalam melakukan tindakan koreksi atau evaluasi, BAKAMLA menganalisa kejadian 
kasus pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berguna untuk menghindari hal-hal negatif yang 
terjadi di tahun sebelumnya. Dan tindakan koreksi ini juga menjadi bahan evaluasi untuk 
meningkatkan kinerja personel di tahun berikutnya. Dengan menganalisa kejadian kasus yang 
terjadi di tahun-tahun sebelumnya, maka BAKAMLA membentuk SOP di tahun 2022. SOP ini 
di bentuk oleh BAKAMLA untuk meningkatkan pengawasan terhadap perairan Kepulauan 
Riau. Jadi dengan turunnya angka kejadian dan peristiwa pada tahun 2022 di kawasan 
perairan Kepulauan Riau tidak terlepas dari kegiatan tindakan koreksi atau evaluasi. Karna 
dengan adanya tindakan koreksi atau evaluasi, setiap personel BAKAMLA dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya disetiap tahunnya berupaya meningkatkan kualiatas kerja 
dan efisiensi kinerjanya. Hal ini tidak lepas dari evaluasi dasar yang biasa BAKAMLA lakukan 
dengan beberapa poin. Terurama dalam kecepatan dan ketepatan melakukan keadaan 
darurat. Dengan luasnya perairan Kepulauan Riau dan beberapa permasalahan di perairan 
nya, hal ini di tekankan pada setiap personel yang bertugas berpatroli untuk cepat dan tepat 
dalam melakukan operasi terutama dalam keadaan darurat untuk menghindari hal-hal yang 
tidak dinginkan atau fatal. 

Di setiap tahunnya ada beberapa kegiatan tindakan koreksi atau evaluasi yang 
dilakukan oleh BAKAMLA. Hal ini membahas tentang kinerja BAKAMLA dalam melakukan 
tugas dan fungsinya. Mulai dalam melakukan tugas harian di bidangnya maupun dalam 
melakukan operasi atau patroli. Hal ini juga dilakukan agar terus meningkatkan kualitas dari 
personel BAKAMLA dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dan juga dengan adanya tindakan 
koreksi ini, ada beberapa hal yang dilakukan selanjutnya, seperti dalam pelatihan materi 
maupun praktek. 
 
 
 

 

Kesimpulan  

Kesimpulan dari peran Badan Keamanan Laut dalam melakukan pengawasan di 
kawasan Kepulauan Riau tahun 2022 terjadi penurunan angka kejadian dan peristiwa. Untuk 
lebih lanjut dalam dilihat sebagai berikut: (1) Menetapkan Standar Ukuran, BAKAMLA sudah 
memiliki standar ukuran yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki SOP. SOP 
ini sebagai pedoman dalam melakukan tugas dan fungsimya, baik dalam melakukan tugas 
harian maupun dalam melakukan patroli. Ada beberapa sanksi yang diberikan mulai dari 
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sanksi yang ringan sampai sanksi yang berat berupa pemecatan. Untuk mengawasi perairan 
Kepulauan Riau, BAKAMLA membentuk SOP. Ada dua SOP yang dibentuk, pertama ada SOP 
Perhitungan Response Time dan SOP Pelaksanaan Operasi Udara Maritim. Kedua SOP ini di 
bentuk untuk memantau dan mengawasi lebih intens perairan di Kepulauan Riau. (2) 
Melakukan Perbandingan, setelah adanya perbandingan BAKAMLA bisa menganalisa tentang 
kinerja BAKAMLA dalam setahun penuh. Selain itu, BAKAMLA dapat menemukan titik 
kekurangan maupun kelebihan. Dengan ditemukan nya hal itu maka BAKAMLA bisa 
melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun berikutnya dengan baik. Untuk tahun sebelum 
2022, BAKAMLA mencatat adanya peningkatan kejadian kasus yang terjadi di perairan 
Kepulauan Riau. Maka dari itu BAKAMLA melakukan perbandingan untuk membentuk SOP 
di tahun 2022 untuk mengawasi lebih intens di perairan Kepulauan Riau. BAKAMLA 
membentuk dua SOP pada tahun 2022. Kedua SOP tersebut yaitu SOP Perhitngan Response 
Time dan SOP Pelaksanaan Operasi Udara Maritim. BAKAMLA membentuk kedua SOP ini 
untuk meningkatkan pengawasan di perairan Kepulauan Riau. Dengan melakukan 
perbandingan yang dilakukan oleh BAKAMLA, di tahun 2022 terjadi penurunan angka 
kejadian kasus yang terjadi di perairan Kepulauan Riau. (3) Melakukan Tindakan Koreksi, 
melalui tindakan koreksi, BAKAMLA dalam melakukan koreksi atau evaluasi dengan 
beberapa tindakan koreksi yang dilakukan. Adapun tindakan koreksi yang dibahas tetap 
maupun tindakan koreksi yang dilakukan setelah melakukan kegiatan yang dijalankan. 
Tindakan koreksi yang dibahas setiap tahunnya meliputi kecepatan dan ketepatan respon 
dalam menangani situasi darurat dilaut, tingkat kedisiplinan personel terhadap prosedur dan 
SOP yang berlaku, tingkat partisipasi dalam pelatihan dan pengembangan yang 
diselenggarakan oleh BAKAMLA, kualitas laporan dan dokumentasi yang dihasilkan serta 
kualitas hubungan dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. SOP yang di bentuk 
BAKAMLA di tahun 2022 yaitu SOP Perhitungan Response Time dan SOP Pelaksanaan 
Operasi Udara Maritim merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan BAKAMLA di tahun 
sebelumnya. 
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